WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR [t TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

Menimbang

Mengingat

DI KOTA PEMATANGSIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan

pembangunan dan pelayanan masyarakat masih
diperlukan pengintegrasian perspektif Gender sebagai
strategi Pengarusutamaan Gender (PUG);

. bahwa perspektif Gender tersebut diintegrasikan dalam

siklus perencanaan dan penganggaran daerah agar
menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh
perangkat daerah menjadi efektif, dapat
dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan
manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk di Kota
Pematangsiantar, baik laki-laki maupun perempuan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota Pematangsiantar tentang Pedoman Perencanaan
dan Penganggaran Responsif Gender di Kota
Pematangsiantar.

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang
Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning
Discrimination In Respect Of Employment And
Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam
Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3836);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3328);
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data
Gender dan Anak;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan
Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan
Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah
Daerah;



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota
Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN

DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI KOTA
PEMATANGSIANTAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah Kota Pematangsiantar.

Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung
jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi dari dan dapat berubah oleh
akibat keadaan sosial budaya masyarakat.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan
untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar
mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial
budaya, pertahanan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil
pembangunan.

Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki
dan perempuan.

Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan,
akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang
dapat terjadi dalam proses pembangunan.

Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program kegiatan, dan
penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan
aspirasi laki-laki dan perempuan.
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19.

20.
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22,

Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut ARG adalah anggaran
yang mengakomodasikan keadilan bagi laki-laki dan perempuan dalam
memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan dan
mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan
peluang dalam menikmati hasil pembangunan.

Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang
dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat
PPRG adalah merupakan serangkaian cara pendekatan untuk
menintegrasikan perspektif Gender dalam proses perencanaan dan
penganggaran.

Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai
kesetaraan dan keadilan Gender yang dilakukan melalui pengalaman,
aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian masalah laki-laki dan
perempuan.

Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disebut GAP adalah suatu alat
analisis Gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana
dalam melakukan pengarusutamaan Gender dalam perencanaan
kebijakan/program/kegiatan pembangunan.

Gender Budget Statement yang selanjutnya di sebut GBS adalah dokumen
yang menginformasikan suatu output kegiatan responsif Gender terhadap isu
Gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output
kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.

Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disebut KAK adalah suatu dokumen
yang berisi penjelasan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan
dan perkiraan biayanya.

Data Terpilah menurut Jenis Kelamin adalah data kuantitatif atau informasi
kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin
penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan perempuan.

Pagu indikatif adalah prakiraan pagu anggaran yang diberikan kepada
Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
rencana kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yang
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMD) yang memuat kerangka ekonomi daerah, baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan
dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatn, belanja, dan
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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38.

39.

Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas yang terukur.

Manajemen Berbasis Kinerja merupakan suatu metode untuk mengukur
kemajuan program atau aktivitas yang dilakukan organisasi sektor publik
dalam mencapai hasil (outcome) yang diharapkan oleh klien, pelanggan, dan
stakeholder lainnya.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau
kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak
yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga atau
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk
mencapai tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya, baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan teknologi,
dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan (Output) dalam bentuk barang
atau jasa.

Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program serta kebijakan.

Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil
pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome)
berupa program.

Indikator Gender adalah kriteria atau ukuran untuk mengukur perubahan
relasi Gender dalam masyarakat sepanjang waktu.

Indikator kinerja responsif Gender adalah perubahan kinerja pengurangan
kesenjangan atau peningkatan kondisi laki-laki dan perempuan setelah
dilakukan suatu intervensi berupa program atau kegiatan.

Jenis Kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan
terutama pada bagian organ reproduksi.

Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan
sumber daya dan siapa yang memiliki akses sumber daya.

Partisipasi adalah keterwakilan dalam proses suatu kegiatan dan
pengambilan keputusan.

Penerima Manfaat adalah target/sasaran dari program/kegiatan yang
memperoleh manfaat.

Pemantauan adalah suatu wupaya mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif Gender.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses
kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan
secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penilaian adalah suatu kegiatan dilakukan dalam rangka menilai
keberhasilan suatu kebijakan program dan kegiatan yang responsif Gender
dalam waktu tertentu.



40.

41.

42.

43.

44.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan
untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai
dengan rencana yang ditetapkan.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan
(input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya
disingkat BAPPEDA adalah BAPPEDA Kota Pematangsiantar.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dibantu perangkat kelurahan sebagai
unsur penyelenggara pemerintah kelurahan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi SKPD,
Kecamatan, Kelurahan dan BUMD dalam menyusun PPRG.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah :

1.
s

sebagai acuan bagi Pelaksana Penyusunan PPRG dalam menyusun PPRG;

mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Responsif Gender
melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi kebutuhan, potensi dan
penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini adalah :

a
b

C.

d

. perencanaan penyusunan PPRG;
. pelaksanaan;
pemantauan, evaluasi, pelaporan; dan

. pengawasan.

BAB IV
PERENCANAAN PENYUSUNAN PPRG
Bagian Kesatu
Penyusunan PPRG
Pasal 5

(1) Seluruh Perangkat Daerah menyusun PPRG dalam Dokumen Perencanaan

dan dalam RKA/DPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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(2)

3)

(4)

()

(6)

(1)

(2)

3)

(4)

Penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanal.ta.n
dengan mengintegrasikan Gender dan menggunakan metode Analisis
Gender yang berupa GAP.

Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi
atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya dalam penyusunan
PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan mengkoordinasikan,
mensinergikan, dan mengharmonisasikan penyusunan PPRG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan melakukan
pendampingan kepada perangkat daerah dalam penyusunan PPRG
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Format dan langkah penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Data Pembuka Wawasan
Pasal 6

Dalam penyusunan PPRG, SKPD dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 harus memiliki data pembuka wawasan.

Data pembuka wawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. data terpilah;
b. data khusus.

Data terpilah dan data khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dikelompokkan berdasarkan :

a. sumber data, terdiri dari data primer dan data sekunder; dan
b. jenis data, terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif.

Data pembuka wawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermanfaat
untuk :

a. mengidentifikasi masalah yang dirinci menurut jenis kelamin, wilayah,
status sosial ekonomi dalam proses analisa Gender;

b. sebagai bahan untuk melakukan analisa Gender guna mengetahui
permasalahan isu Gender dan mengukur tingkat kesenjangan Gender;

c. sebagai bahan untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan
yang responsif Gender;

d. untuk mengetahui kondisi, situasi, kebutuhan, peran serta dan
manfaat pembangunan bagi masyarakat berdasarkan jenis kelamin;

e. sebagai bahan evaluasi dampak atas pelaksanaan kebijakan, program
dan kegiatan/sub kegiatan yang responsif Gender dalam segala bidang;
dan

f. merumuskan kebijakan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam
upaya mengurangi kesenjangan.



(9)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Data pembuka wawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
fungsi :
a. sebagai data dasar untuk mengungkapkan kesenjangan antara
perempuan dan laki-laki;
b. sebagai pertimbangan dalam menentukan alokasi sumber daya;
c. sebagai input untuk melakukan analisa Gender; dan

d. untuk melihat dampak dari intervensi kebijakan dan program
pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki.

Bagian Ketiga
Isu Gender
Pasal 7

Penyusunan PPRG dilaksanakan dengan pendekatan manajemen berbasis
kinerja dengan memperhitungkan komponen Gender pada masukan (input),
keluaran (output), dan hasil (outcome), serta mengintegrasikan indikator
keadilan (equity) sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi,
efisiensi, dan efektifitas.

Penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
penyusunan GAP dan penyusunan GBS.

Pelaksana PPRG sebagaimana pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) harus
melampirkan GAP dan GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk
melengkapi RKA dan atau DPA.

BAB V
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu

Anggaran Responsif Gender

Pasal 8

Penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diharapkan dapat
menghasilkan ARG yang ekonomis, efektif, efisien dan mengurangi
kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan.

Kategori ARG sebagaimana dimaksud terdiri atas :

a. Anggaran Khusus Target Gender, yaitu anggaran yang menyasar
kelompok Gender tertentu, untuk memenuhi kebutuhan dasar khusus
laki-laki dan perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki antara
lain :

1. anggaran untuk pelatihan keterampilan bagi janda miskin;

2. anggaran untuk penyuluhan kesehatan reproduksi untuk anak
jalanan perempuan; dan/atau
3. anggaran untuk pendidikan politik bagi perempuan dari keluarga
miskin.
b. Anggaran untuk percepatan pencapaian kesetaraan, yaitu anggaran

untuk mendorong kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan
dalam jabatan publik antara lain :

1. anggaran untuk pendidikan staf perempuan;



(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

2. anggaran untuk perumusan ulang job description jabatan di
struktur Pemerintahan Daerah bagi perempuan.

c. Anggaran yang mengarusutamakan pada semua bidang pembangunan
antara lain :

1. anggaran untuk pembangunan jembatan penyeberangan yang aman
bagi perempuan;

2. anggaran untuk pembangunan toilet terpisah untuk laki-laki dan
perempuan; dan/atau

3. beasiswa pendidikan yang memastikan akses yang sama bagi anak
perempuan dan laki-laki.

Bagian Kedua
Integrasi Anggaran Responsif Gender dalam Anggaran Kinerja
Pasal 9

ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak dapat berjalan
sendiri sehingga harus diselaraskan dalam penganggaran berbasis kinerja.

ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberi
kontribusi penting dalam perkembangan anggaran berbasis kinerja.

ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peran penting bagi
anggaran kinerja karena keberadaan informasi Gender dan data pilah
memberi informasi tambahan yang berguna dalam pencapaian anggaran
kinerja.

Kriteria kinerja yang mendasari anggaran berbasis kinerja yaitu :

a. ekonomi yang digunakan untuk menilai input dan bagaimana nilai
ekonomi dari sumber daya bisa dikonversi secara tepat ke dalam
rumusan input, contoh biaya bangunan menggunakan input;

b. efisiensi, yang berguna untuk menilai output dan menunjukkan
seberapa bagus sebuah institusi yang menghasilkan output yang berupa
barang atau jasa layanan, contoh biaya per unit dari servis kesehatan
re-produksi, waktu pemrosesan pengajuan proposal dana bergulir untuk
kelompok ekonomi perempuan;

c. efektivitas, yang menunjukkan seberapa bagus output dari sebuah
layanan yang disediakan satu institusi pemerintah mencapai outcome
yang dirumuskan, contoh tingkat deteksi penyakit perempuan lansia.

Anggaran kinerja menjelaskan bahwa anggaran itu bukan sekedar
akuntansi dan keuangan, namun harus ada kesesuaian Antara uang,
kebijakan, tujuan pemerintahan, Gender equality, isu-isu strategis, dan
target kinerja.

Isu Gender pada anggaran kinerja, diletakkan pada :
a. tujuan yang tercermin dengan jelas mengenai isu Gender;

b. target dan indikator yang terpilah dan tercermin dengan jelas mengenai
isu Gender; dan

c. target dan indikator yang tercermin dengan jelas mengenai isu Gender,
misalnya kekerasan terhadap perempuan atau mendorong keterlibatan
laki-laki dalam program Keluarga Berencana.
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Bagian Ketiga
Gender Analysis Pathway (GAP)
Pasal 10

(1) Metode analisis yang digunakan dalam analisis Gender sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 adalah Gender Analysis Pathway.

(2) Tuyjuan pelaksanaan GAP meliputi :

a.

membantu perencanaan dalam menyusun perencanaan program
responsif;

mengidentifikasi kesenjangan Gender dilihat dari akses partisipasi,
kontrol, dan manfaat yang diperoleh warga laki-laki maupun
perempuan;

mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan Gender;

merumuskan permasalahan sebagai akibat adanya kesenjangan
Gender;

mengidentifikasi langkah-langkah /tindakan intervensi yang
diperlukan.

(3) Langkah-langkah GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.

b.

melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program dan
kegiatan/sub-kegiatan yang ada;

menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia, dalam hal
ini hasil kajian, riset, dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai
pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan Gender
baik data kualitatif maupun kuantitatif;

dalam hal data pembuka wawasan sebagaimana dimaksud pada huruf
b tidak tersedia, dapat menggunakan data dari sumber lainnya;

mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan pada kebijkan
program/kegiatan pembangunan melalui identifikasi keadilan Gender
dari aspek akses, partisipasi, kontrol, manfaat;

menemukenali sebab kesenjangan di internal lembaga/organisasi yang
menyebabkan terjadinya isu Gender;

menemukenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga, yaitu di luar
lembaga/organisasi pelaksanaan program, sektor lain, dan
masyarakat/lingkungan target program;

reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan dan/sub-kegiatan
pembangunan menjadi responsif Gender, yang harus menjawab
kesenjangan dan penyebabnya yang diidentifikasi dilangkah
sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢ sampai dengan huruf f;

menyusun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu Gender
yang telah diidentifikasi dan rencana aksi tersebut merupakan rencana
kegiatan dan/sub kegiatan untuk mengatasi kesenjangan Gender;

menetapkan base-line atau data dasar yang dipilih untuk mengukur
suatu kemajuan atau progres pelaksanaan kebijakan atau program,
data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang
relevan dan strategis untuk menjadi ukuran; dan

menetapkan indikator kinerja (baik capaian output maupun outcome)
yang mengatasi kesenjangan Gender sebagaimana dimaksud dalam
huruf ¢ sampai huruf f.
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(4)

(9)

(6)

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadopsi prinsip Manajemen
Berbasis Kinerja.

Hasil inventarisasi isu kesenjangan Gender dalam analisis Gender dengan
metode GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam
dokumen GBS.

Langkah-langkah penyusunan GAP tercantum dalam Lampiran II Peraturan
Wali Kota ini.

Bagian keempat
Gender Budget Statement (GBS)
Pasal 11

GBS disusun berdasarkan hasil analisis Gender.

GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dokumen yang
menyatakan tentang adanya kesetaraan Gender dalam perencanaan dan
penganggaran suatu kegiatan, yaitu dengan memperhatikan hal sebagai
berikut :

a. analisis situasi;
b. indikator outcome; dan
c. indikator input atau output.

GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun saat persiapan RKA-
SKPD.

Langkah-langkah Pengisian dan contoh pengisian GBS tercantum dalam
Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Kerangka Acuan Kerja
Pasal 12

Hasil penyusunan GBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi
dasar Perangkat Daerah dalam menyusun KAK.

KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen
perencanaan kegiatan yang berfungsi sebagai pijakan dalam pelaksanaan
kegiatan dan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen RKA/DPA
Perangkat Daerah.

Penyusunan KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
integrasi Gender dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. pada kegiatan mengandung penjelasan permasalahan yang dihadapi
oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;

b. pada indikator kinerja kegiatan mengandung penjelasan tujuan,
keluaran atau hasil yang akan diterima kelompok sasaran, baik laki-laki
maupun perempuan;

c. pada latar belakang mengandung penjelasan permasalahan yang

dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan; dan
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(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

d. pada cara pelaksanaan dengan memperhatikan tempat dan waktu
pelaksanaan kegiatan yang memungkinkan keterlibatan laki-laki,
perempuan dan anak.

KAK yang telah disusun disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran.

Format KAK dan tahapan penyusunan KAK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Kegiatan Responsif Gender
Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan responsif Gender hampir sama dengan pelaksanaan
kegiatan regular yang biasa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pelaksanaan kegiatan responsif Gender harus memperhatikan GAP, GBS,
KAK, dan RKA/DPA yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu
sama lainnya.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN PENYUSUNAN PPRG
Pasal 14

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyusunan PPRG dilakukan secara
menyeluruh.

Tata cara dan pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang.

Pemantauan dan evaluasi penyusunan PPRG adalah suatu komponen
utama dalam proses manajemen untuk memantau, mengendalikan, menilai
dan melaporkan seluruh pelaksanaan program serta kegiatan yang telah
direncanakan sebelumnya agar lebih efektif dan efisien.

Pelaporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pada Perangkat Daerah dikirimkan kepada pimpinan perangkat daerah dan
BAPPEDA.

BAPPEDA melakukan kajian dan mengirimkan umpan balik kepada
Perangkat Daerah.

BAPPEDA menghimpun dan membuat rekapitulasi dari Perangkat Daerah
serta mengirimkan hasil rekapitulasi pemantauan dan evaluasi dan
mengirimkan kepada Wali Kota.

Wali Kota selaku kepala daerah selanjutnya mengirimkan hasil rangkuman
pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur.
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BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 16

(1) Pengawasan terhadap PPRG secara keseluruhan merupakan upaya
penguatan pelaksanaan dan pelembagaan PPRG dalam sistem perencanaan
dan penganggaran di daerah.

(2) Pengawasan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
inspektorat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PPRG dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran BUMD Kota Pematangsiantar.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 9 Tuum 2oy

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 9 Jum dp9)

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

ZULKIFLI
BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2021 NOMOR |
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LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : !l Tahva 303

TANGGAL : 9 Juw 203
TENTANG : PEDOMAN  PERENCANAAN  DAN

PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER DI KOTA
PEMATANGSIANTAR

Perencanaan Responsif Gender

Perencanaan responsif Gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan
untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan dan proyek ataupun kegiatan
yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu-isu atau
permasalahan Gender di masing-masing sektor :

a.

perencanaan yang responsif Gender dilakukan dengan memasukkan
perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan
dan laki-laki dalam proses penyusunan Kkebijakan dan program
pembangunan daerah;

bisa mempertajam analisa tentang kondisi daerah karena terpetakan
kesenjangan dalam pembangunan manusia, laki-laki dan perempuan;

membantu mempertajam target group/kelompok sasaran karena data
terpilah;

tidak selalu berupa penambahan program baru dan biaya tambahan;

pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib di daerah tidak mampu
menjawab semua isu kesenjangan Gender di berbagai bidang.

Dukungan Kebijakan

a.

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan, yang menegaskan PUG dalam semua tahapan
perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Pasal 3, menjelaskan bahwa :

v perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara responsif
dan berkeadilan dengan prinsip keseimbangan Gender.

v' dalam menyusun kerangka studi dan instrumen analisis harus
mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat, analisis kemiskinan,
dan analisis Gender.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, yang memuat instruksi implementasi
PUG di daerah, konsep perencanaan dan penganggaran responsif Gender,
kelembagaan PUG, secara khusus :

v Pasal 4 Ayat (1) disebutkan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif Gender;
Perencanaan pembangunan perspektif Gender dituangkan dalam
RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Renja SKPD.

v’ Pasal 4 Ayat (2) disebutkan penyusunan kebijakan, program, dan
kegiatan harus dilakukan melalui analisis Gender.

d. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014

menyatakan PUG sebagai salah satu dari tiga kebijakan pengarusutamaan
dalam kebijakan pembangunan.
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e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.

Perumusan Isu Strategis Gender

Perumusan isu strategis Gender sangat diperlukan dalam melakukan
perencanaan yang responsif Gender karena merupakan gambaran situasi
kesenjangan yang dihadapi dan menjadi dasar bagi perubahan yang diinginkan
serta intervensi yang harus dilakukan untuk mendorong perubahan tersebut.

Mengidentifikasi Isu Strategis Gender :

a.
b.

= T o)

menyangkut relasi/kondisi laki-laki dan perempuan;

adanya ketimpangan kondisi (perbedaan peran, akses, partisipasi, kontrol,
manfaat) antara laki-laki dan perempuan;

adanya rasa ketidakadilan yang dialami laki-laki dan perempuan:
diskriminasi, marginalisasi, subordinasi, beban ganda, kekerasan berbasis
Gender (bentuk dan akibat yang ditimbulkan);

ada unsur pengaruh budaya dan kebijakan (unsur eksternal dan internal
pemerintah);

cakupan luas (dirasakan banyak orang di banyak tempat);
mendesak untuk segera diselesaikan dalam konteks kewilayahan;
efek karambol (kalau diselesaikan berdampak positif pada isu Gender lain);

berorientasi pada perubahan sistemik, yakni perubahan relasi laki-laki dan
perempuan.

Diagram 1 Mekanisme Perencanaan & Pelaksanaan Kegiatan yang Responsif Gender

IDEN \
POTENSI &
KEBUTUHAN

PEMANTAUAN DAN PERENCANAAN

EVALUASI PROGRAM PROGRAM

PELAKSANAAN
PROGRAM

Sumber : Panduan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan
Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), KPPPA
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ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)

Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan
perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan

keadilan Gender.

1. Penganggaran responsif Gender :

a.

dalam proses penganggaran yang responsif Gender, perlu keterlibatan
(partisipasi) perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan
kebijakan, program, kegiatan dan proyek pembangunan;

anggaran responsif Gender diarahkan untuk membiayai program,
proyek, dan kegiatan pembangunan agar dapat memberikan manfaat
secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang
pembangunan sehingga dapat mengurangi kesenjangan; dan

anggaran responsif Gender dialokasikan untuk membiayai kebutuhan-
kebutuhan praktis Gender dan atau kebutuhan strategis Gender yang
dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki.

2. Anggaran Kinerja dan Anggaran Responsif Gender (ARG) :

a. konsep dan praktek ARG bisa diletakkan di dalam anggaran kinerja yang
berorientasi pada hasil. Ini berbeda dengan anggaran tradisional yang
berfokus pada input;

b. orientasi hasil pada anggaran kinerja memberi peluang untuk
memasukkan konsep dan pendekatan ARG di rumusan indikator
kinerja;

c. ARG adalah : penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari
berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan
Gender (Permendagri No. 15 tahun 2008);

d. anggaran kinerja berbasis pada tiga prinsip yang dikenal sebagai 3E,
yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas;

e. ARG menyumbang satu prinsip lagi, yaitu kesetaraan atau equity;

f. kesetaraan bisa dimasukkan dalam perumusan indikator kinerja yang
menjadi pilar dari anggaran berbasis kinerja;

| Anggaran ____ Anggaran 1
Berbasis Kinerja 4————— Responsif |
Gender ‘

!

g. Beberapa hal penting tentang ARG :

- ARG bukanlah anggaran terpisah untuk laki-laki dan perempuan,
dan tidak sama dengan anggaran untuk perempuan;

17



- ARG menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran.
Kesetaraan tersebut berupa proses maupun dampak alokasi
anggaran dalam program/kegiatan yang bertujuan menurunkan
tingkat kesenjangan Gender;

- ARG bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu
kegiatan terhadap perempuan dan laki-laki, dan kemudian
menganalisis apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab
kebutuhan perempuan serta kebutuhan lelaki secara memadai;

- tidak selalu membuat program baru atau menambah jumlah
anggaran, karena anggaran responsif Gender juga bisa dilakukan
dengan merubah pendekatan dan cara pandang dalam
penganggaran;

- dalam perumusan ARG per program, pengarusutamaan Gender bisa
dilakukan dalam perumusan indikator dan tolok ukur kinerja dan
penerima manfaat program,;

- walau penting, anggaran responsif Gender tidak terbatas pada
anggaran khusus untuk perempuan atau anggaran untuk kuota
perempuan. Yang juga penting adalah anggaran untuk pengeluaran
secara umum apalagi karena jumlah anggaran ini sangat besar.

Anggaran Responsif Gender (ARG) dibagi atas 3 kategori, yaitu :

a Gender Specific Expenditure/Anggaran khusus target Gender/anggaran
spesifik Gender adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk
memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar
khusus laki-laki yang didasarkan pada hasil analisis Gender atau alokasi
anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau laki-
laki (salah satu jenis kelamin yang termarginalkan) seperti :

- anggaran untuk pelatihan keterampilan usaha bagi janda miskin;

- penyuluhan kesehatan reproduksi untuk anak jalanan perempuan;

- anggaran untuk pendidikan politik bagi perempuan dari keluarga
miskin;

- anggaran untuk pelayanan/sosialisasi KB dengan target laki-laki;

- anggaran bantuan modal untuk perempuan difabel;

- anggaran pelatihan kewirausahaan bagi perempuan kepala keluarga.

b Anggaran Pelembagaan Kesetaraan Gender Affirmative Action Expenditure
yaitu anggaran untuk mendorong kesempatan yang sama bagi laki-laki dan
perempuan dalam jabatan publik; atau alokasi anggaran untuk penguatan
pelembagaan pengarusutamaan Gender, baik dalam hal pendataan maupun
peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Anggaran pelembagaan
kesetaraan Gender ini berfungsi untuk meningkatkan Indeks Pemberdayaan
Gender (IPM) dan memperkuat prasyarat kunci PUG termasuk
pengembangan kapasitas staf pemerintah, pengadaan data pilah dan
koordinasi lintas sektor, seperti :

- anggaran pendidikan politik untuk staf perempuan;

- perumusan ulang job description jabatan di struktur pemerintahan
dengan menghitung kondisi dan kebutuhan perempuan;

- anggaran untuk koordinasi terkait PUG dan PPRG;

- anggaran untuk penyusunan data pilah Gender;
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¢ Anggaran Kesetaraan Gender yaitu alokasi anggaran yang digunakan untuk
mengatasi masalah kesenjangan Gender yang diketahui dari analisis Gender,
yaitu adanya kesenjangan dalam relasi antara perempuan dan laki-laki dalam
akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumber daya;
pengarusutamaan Gender dalam anggaran di semua sektor, yang berdampak
baik bagi laki-laki maupun perempuan; anggaran untuk mengarusutamakan
Gender dalam semua sektor.

LANGKAH-LANGKAH PPRG

LANGKAH 1 : PEMILIHAN PROGRAM

Program yang dipilih dari dokumen perencanaan untuk disusun ARG nya adalah
program yang strategis dan memiliki dimensi luas atau daya ungkit tinggi baik
dalam hal dampak dan pelibatan masyarakat serta mendukung pencapaian
SDGs (Sustainable Development Goals). Program tersebut bukanlah program yang
baru akan tetapi program yang sudah tercantum dalam RPJMN, Renstra, Renja
atau RKA yang sudah ada pagu anggarannya. Berdasarkan PMK No 104 tahun
2010 dan PMK 93 tahun 2011, yang akan disusun ARG nya adalah pada level
output dari program-program terpilih tersebut dengan kriteria :

- merupakan penugasan prioritas pembangunan nasional;
-  mendukung pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals);

- strategis dan memiliki daya ungkit besar dalam mengurangi kesenjangan
Gender;

- kegiatan tersebut merupakan pelayanan kepada masyarakat (service delivery),

- kegiatan tersebut memperkuat pelembagaan PUG termasuk capacity building,
advokasi Gender dan KIE, kajian dan pengumpulan data terpilah.

LANGKAH 2 : MELAKUKAN ANALISIS GENDER

Analisis Gender dilakukan dengan menggunakan alur kerja analisis Gender
(Gender Analysis Pathway (GAP) dengan tujuan untuk mengidentifikasi
kesenjangan dan permasalahan Gender serta faktor penyebabnya, sehingga
dapat dirumuskan alternatif solusinya secara tepat.

LANGKAH 3 : MENYUSUN GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

Hasil analisis Gender yang dilakukan pada langkah 2 kemudian dituangkan
dalam Gender Budget Statement (GBS) atau pernyataan anggaran Gender. GBS
adalah dokumen yang memperlihatkan suatu output (keluaran) kegiatan telah
responsif terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah
dialokasikan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.

LANGKAH 4 : PENYUSUNAN TERM OF REFERENCE (TOR) ATAU KERANGKA
ACUAN KEGIATAN (KAK)

Secara garis besar, TOR menggambarkan relevansi masing-masing komponen
input (masukan) sebagai tahapan dalam rangka pencapaian output (keluaran)
dan kontribusinya dalam mencapai hasil atau dampak. Di dalam TOR dijelaskan
latar belakang mengapa kegiatan tersebut diusulkan, siapa penerima manfaat
dari kegiatan tersebut, strategi yang digunakan dalam mencapai output.
(keluaran) kegiatan, waktu yang dibutuhkan dan perkiraan biaya yang
dibutuhkan. TOR yang dibuat haruslah responsif Gender yang dapat dilihat dari
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latar belakang, strategi, serta siapa sasaran dan penerima manfaat dari. kegiatan
tersebut. Sumber informasi dalam penyusunan TOR adalah hasil analisis Gender
dan TOR tersebut harus sinkron dan konsisten dengan GBS.

Pada PMK 93 Tahun 2011, langkah ke-4 ini, yaitu penyusunan TOR (KAK) tidak
diperlukan, cukup sampai penyusunan GBS. Namun untuk lebih menjelaskan
latar belakang mengapa kegiatan tersebut diusulkan dan sebagai alat kontrol
dan masukan bagi pimpinan dan bagi Tim Verifikasi ARG, TOR nampaknya
masih dibutuhkan.

MELAKUKAN ANALISIS GENDER
1 Alat Analisis Harvard

a merupakan alat suatu analisis Gender yang mempertanyakan siapa yang
memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya atau intervensi
pembangunan (kebijakan/ program/ kegiatan/ dana);

b terdiri dari empat fokus analisis yakni : akses, partisipasi, kontrol,
manfaat :

- akses : Apakah intervensi pembangunan memberi ruang atau
membuka pintu bagi laki-laki dan perempuan untuk terlibat dan
mendapatkan manfaat dari intervensi tersebut;

- partisipasi : Apakah laki-laki dan perempuan terlibat secara nyata
dalam proses intervensi tersebut. Bilamana tidak, apa kendala yang
dihadapi?;

- kontrol : Apakah laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki
kekuatan/kekuasaan terhadap pengambilan keputusan terkait
dengan intervensi tersebut;

- manfaat: Apakah intervensi itu benar-benar menguntungkan laki-
laki dan perempuan? Keuntungan mana yang akan bertambah, atau
mana yang akan menguntungkan untuk laki-laki dan mana yang
akan menguntungkan untuk perempuan?.

d. proses analisis ini akan menghasilkan data yang digunakan sebagai
data dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan;

e. metode Harvard merupakan salah satu aspek penting dalam analisis
metode Gender Analysis Pathway (GAP) yang direkomendasikan secara
nasional.

2. Gender Analysis Pathway (GAP)

a merupakan salah satu alat analisis yang dirancang untuk membantu
para perencana melakukan analisis Gender dalam rangka
mengarusutamakan Gender dalam perencanaan
kebijakan/program/kegiatan = pembangunan. Penggunaan  GAP
direkomendasikan dalam kebijakan berupa Inpres 9/2000 tentang
Pengarusutaamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan juga
Permendagri 15/ 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di
Daerah;

b terdiri dari dua komponen utama yaitu :

1) tahap analisis yang terdiri dari lima langkah (lihat Langkah 1-5
dalam Skema GAP), dan

2) tahap mengintegrasikan Gender ke dalam rencana aksi yang terdiri
dari empat langkah (lihat Langkah 6-9 dalam Skema GAP);
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c pada prinsipnya, GAP juga mengadopsi prinsip manajemen berbasis
kinerja (MBK), yakni ada pengukuran pada kerangka kinerja pada
rencana aksi yang dirumuskan (langkah 6-9);

d Gender Analysis Pathway (GAP) dilakukan untuk :

membantu perencana dalam menyusun perencanaan program yang
responsive Gender;

mengidentifikasi kesenjangan Gender dilihat dari akses, partisipasi,
kontrol dan manfaat yang diperoleh oleh laki-laki maupun
perempuan;

mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan Gender;

merumuskan permasalahan sebagai akibat adanya kesenjangan
Gender;

mengidentifikasi  langkah-langkah/tindakan intervensi  yang
diperlukan;

e Alur Kerja GAP :

b. Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway/ GAP)

ANALISIS KEBU AKAN Y ANG f KEBLIAKAN, RENCANA

3 Temu kanalisu §4.Temu kenalisy | 5, Temu
gander di prosed  gender di U kel fsu
perencanaan internal genderdi
ke bijakan / lembaga /budaya olsternal
program organisasi Lembaga
kagiatan

RESPONSIF GENDER AKS KEDEPAN

MONITORING
REVALUAS

PELAKSANAAN |

PERENCANAAN

1 f ]

Penggunaan instrumen manajemen berbasis kinerja ketika mengidentifikasi apa yang hendak dihasilkan dan bagaimana
mengukur pencapaian hasil yang tercermin dalam proses reformulasi twjuan, penyusunan rencana aksi, dan indikator

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

HEFRIANSYAH
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LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : U Tahwn 203
TANGGAL : 9 Jaw a0
TENTANG : PEDOMAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER DI KOTA
PEMATANGSIANTAR.
1. LANGKAH-LANGKAH GAP
Langkah-langkah GAP meliputi :
LANGKAH-LANGKAH GAP PENJELASAN

L.

TAHAP ANALISIS KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER

1 PILIH KEBIJAKAN/ | ¢ Memilih kebijakan/program/kegiatan yang akan
PROGRAM/KEGIATAN dianalis;
YDII\EI\(I} ALISIS REAN e Menuliskan tujuan
kebijakan/program/kegiatan.
2 MENYAJIKAN DATA | e Menyajikan data pembuka wawasan yang
PEMBUKA WAWASAN terpilah menurut jenis kelamin,;

e Data terpilah ini bisa berupa data statistik
kuantitatif atau kualitatif, misalnya hasil survei,
hasil FGD, review pustaka, hasil kajian, hasil
observasi atau hasil intervensi
kebijakan/program/kegiatan yang sedang
dilakukan.

3 MENEMUKAN FAKTOR [e Menemukenali dan mengetahui ada tidaknya

KESENJANGAN faktor kesenjangan Gender, dari segi akses,
GENDER partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM).
4 MENEMUKENALI e Menemukenali isu Gender di internal lembaga.

SEBAB KESENJANGAN
INTERNAL

Misalnya, terkait dengan produk hukum,
kebijakan, atau pemahaman yang masih kurang
di antara pengambil keputusan dalam internal
lembaga.

5 MENEMUKENALI e Menemukenali isu Gender di eksternal lembaga,
SEBAB KESENJANGAN misalnya, budaya (patriarki/matriarki), Gender
EKSTERNAL stereotip, marginalisasi/peminggiran,

subordinasi/penomorduaan dll.
II. TAHAP FORMULASI KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER

1 REFORMULASI e Merumuskan kembali tujuan
TUJUAN kebijakan/program/kegiatan yang dituliskan

pada langkah 1 agar responsive Gender.

2 RENCANA AKSI * Menetapkan rencana aksi untuk mengatasi

kesenjangan Gender yang teridentifikasi pada
langkah 3, 4 dan 5.

III. TAHAP PENGUKURAN HASIL

DATA
DASAR/BASELINE

Menetapkan data dasar/baseline yang dipilih
untuk mengukur kemajuan/progress;
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pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif

maupun kualitatif.

e Data yang dimaksud diambil dari data pembuka
wawasan yang telah disajikan pada langkah 2
yang terkait dengan tujuan kegiatan dan output
kegiatan.
2 INDIKATOR GENDER e Menetapkan indikator Gender sebagai

2. LEMBAR KERJA ANALISIS GAP

Lembar Kerja Analiss GAP, Termasuk Identifikas Keranga Kinerja, Rencana Aksi dan Pengukuran

(4] {2) Aenggunaan | (3) (4) i5) &) 4] &) )
Pemilthan/peven | data permiuka | Menermukenali s | Menermukenoli i | Menemukenali Perurraisan Penpsunan | Peretapan base- | Penetapan indikitor
tuan kebjpkan’ | wewasanunik | genderdengan gender o intemnal | Sugenderdiliar | kem bl frefor- rencanaaisi | line, yaiu data gender, yakni wkiran
pragram keg- memberi gamr | menggunakan lermbagn yong akan | lembaga pada mubas) tujuan wang respen- | dasaryang dipiih | kuantitad maupun
iatan pemban- | baran keserr alatandisis Har- | memproduks kebi- | sad proses perere | kebijakan/pro- sf gender sebaga ttikawal | kuaitatid untuk
gumnyangakan | ngangender | vard yakniakses, | ploanprogamie: | @naanyangfokus | gamAeginan | mngmerujuk | untik mengukur | memperfinatian
dianaliss dengan | terkait dengan | pastispasikantsl | gidtantersebut bak | mdafaktorfakter | pembangunan | mdahas! kemajuan pelak- | tingkat perubahan
fok s melihat kebijokanv/pro- | danmanfac dari ssiindividval | penghambat sehinggatuyvan | efamulas | sanaan kebjakary | pada tingkaton has!
pads ijan dari | gram/egiatan | laki-bki dan staf(miaiya per- | pelaksana kebi- nya menjadi lebih | ujisan program/iegiatan | [dampak, outcome
kebyjakan/pro> terwbut. perempoan terkait | sepsl, mekanisme | jakan/mogramy’ | respon §f gender tersebut Dita dan cutput)
gramykegiotan | Databsaberupa | dengan kebijakan | kerjamaupun Kegiatan terseing dasar tersetng
tersebut dats ot | progamikegitan | kebikanwebikan | tedait dengan damtdiombidan
maupan kuak- tersebut lainmya, Apayang | persepsimasparar data pembuka wa-
tati menyebabkan i | ket o nilainiai Wwasan yang ada
qender ters ebut? Budaya lainne pads bngikah 2

Rumu skan Rumuskan | Rumuskan nilsi | Rumuskan nilsl

- dampak rencan a aksi | baseline targetkiner jo

- outcome

(ting kat pro-

gram)

- output ftingk at

kg iatan)
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LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : (I TAHVN 304
TANGGAL : 9 Juw 302
TENTANG : PEDOMAN PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER DI KOTA
PEMATANGSIANTAR

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

. PENGERTIAN GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

GBS adalah instrumen, yang menurut Pedoman PPRG merupakan dokumen
akuntabilitas-spesifik Gender dan disusun oleh lembaga pemerintah. GBS
diartikan pula sebagai dokumen yang menyatakan tentang adanya kesetaraan
Gender dalam perencanaan dan penganggaran suatu kegiatan.

. FUNGSI GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

- GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah
responsif terhadap isu Gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan
dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan
Gender tersebut.

- GBS dalam praktek penganggaran daerah sampai sekarang ini
biasanya disusun pada saat persiapan RKA-OPD.

- Ada peluang integrasi perspektif Gender dalam KUA-PPAS jika GBS
dipersiapkan lebih awal sehingga integrasi ini akan memperkuatkan
pengarusutamaan Gender melalui PPRG.

3. KOMPONEN GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

v ‘ N\

/
a. Program, Kegiatan, IKK, dan Qutput Kegiatan \

-> menggunakan rumusan hasil restrukturisasi Program/Kegiatan.
b. Analisis situasi, berisi:
* Uraian ringkas persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh Kegiatan;
* Data pembuka wawasan (kuantitatif atau kualitatif);
* Isu/kesenjangan gender yang terdapat pada suboutput/komponen.
c. Rencana aksi (terdiri atas Suboutput/Komponen)
* Dipilih yang langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender;
* Rencana aksi untuk mengatasi isu/kesenjangan gender yang teridentifikasi.
d. Besar alokasi untuk pencapaian Output
= Jumlah uang untuk mencapai output Kegiatan.
e. Dampak/hasil output Kegiatan

->Dampak/hasil secara luas dari output yang dihasilkan dikaitkan dengan isu
\ gender dan perbaikan yang dilakukan.

/
~ . ) /

. FORMAT GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

Terdapat beberapa format GBS. Di tingkat nasional, format GBS juga sudah
mengalami perubahan. Sebagian daerah menggunakan format yang lama atau
ada juga yang menyusun format baru. Contoh format GBS yang diusulkan
oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)
seperti berikut :
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PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

Nama SKPD:
Tahun

( Program

Tu;uan Prooram 7

Capaian Program

 Lihat Renstra/Renja SKPD. Merupakan hasil

! Nama program yang ada pada SKPD

Kolom 1 GAP

Tujuan asli yang tertera dalam program dlganti dengan hasil reformulasi | tujuan
program

Kolom 1 GAP

Kolom 6 GAP

Kegiatan

Nama kegiatan sebagai penjabaran program
Kolom 1 GAP

inerja pada tingkatan hasil/outcome

 Tujuan Kegiatan

3
i

' Tujuan yang melekat dalam keglataf{ atganti dengan hasil reformulasi tujuan kegiatan

Kolom 1 GAP
Kolom 6 GAP

Subkegiatan

Nama subkegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari kegiatan dan/atau bagian/
| tahapan kegiatan

' Kode F Rekenlng

Analisis Situasi

i

Lihat dalam Ketentuan Permendagri 13/2007 tentang Pedoman Pengelolalan
Keuangan Daerah (jo Permendagri 59/2008)

Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang y akan ditanganildilaksanakan
oleh program/ kegiatan, dengan menekankan uraian pada aspek gender dari
persoalan tersebut.

Kolom 2 GAP: Data Pembuka Wawasan

Kolom 3-4 GAP: Faktor Kesenjangan Gender

S AR SRS

EAP_;raiE—anaan Kegiatan

}

| Kegiatan dan ' Berisikan kegiatan yang diharapkan dapat menangani
- subkegiatan | persoalan gender yang telah teridentifikasi dalam analisis
i | situasi.

| Kolom 7 GAP: Rencana Aksi

Minimal berisikan sebuah indikator output bagi kegiatan
yang relevan dengan persoalan gender yang telah
diidentifikasi.

4 Kolom 9 GAP:

Output per kegiatan

Komponen input . Sumber daya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan

- Dampak/Manfaat

Anggaran Keglat_an altE]

[Jumlah anggaran yang dlalokas-kan pada ‘kegiatan secara menyelqruh

}

Indikator hasil yang relevan dengan aspek gender yang telah diidentifikasi.

{Kolom S GAP

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

EFRIANSYAH
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LAMPIRAN IV PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : (I TAHW JdO2|
TANGGAL : 9 Juw 90
TENTANG : PEDOMAN PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER DI KOTA
PEMATANGSIANTAR

a. Format Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai berikut :

Komponen ToR/ KAK Keterangan
Perangkat Daerah Nama Perangkat Daerah
Program Nama Program Perangkat Daerah sesuai Renstra
Kegiatan Nama kegiatan Perangkat Daerah sesuai Renstra
Indikator Kinerja Indikator output
kegiatan
Indikator Utama Indikator outcome
Latar belakang Landasan hukum

Gambaran Umum : memuat anallisa situasi GBS
(kolom 2-5 GAP)

Penerima manfaat

Siapa yang menjadi sasaran program/kegiatan

Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan program/kegiatan

Cara pelaksanaan

Rincian  tahapan  kagiatan dan  Metode
pelaksanaan, Lokasi pelaksanaan kegiatan,
Pelaksana dan penanggungjawab, Batasan
kegiatan, Jadwal dan waktu pelaksanaan

Biaya

Jumlah anggaran yang diperlukan

Pematangsiantar.
PA/ KPA

b. Tahapan penyusunan KAK yang mencakup beberapa hal berikut ini :

1. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Output : rumusannya sesuai
hasil restrukturisasi program/kegiatan;

2. Sasaran Program : yang menjelaskan apa yang menjadi tujuan program.

WALI KOT. MATANGSIANTAR,
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